BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu,
mengenai apakah kesalahan dalam pelayanan medik yang terkaid dengan
informed consent selalu ada pertanggungjawaban secara pidana, dari masalah
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan:

Apabila seorang dokter tersebut melakukan kesalahan yang berupa
kelalaian dalam sebuah tindakan medik, maka terdapat pertanggungjawaban
pidana, karena akibat dari kesalahan yang berupa kelalaian tersebut menimbulkan
akibat yang serius yang menimbulkan rasa sakit atau luka-luka bahkan merenggut
nyawa dari pasien, dan dokter tersebut dapat terjerat Pasal 359 KUHP dan juga
Pasal 360 jo 361 KUHP. Hal ini lebih dikarenakan kesalahan yang berupa
kelalaian tersebut tidak memperdulikan keselamatan orang lain dan sifat dari
kelalaian tersebut merupakan pelanggaran terhadap kepentingan pribadi serta

pelanggaran terhadap Undang-Undang.

B. Saran
Saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian
hukum adalah:
1. Untuk menghindari segala resiko | yang mungkin terjadi dari sebuah
tindakan medik, maka informasi yang diberikan seharusnya diberikan

secara sejelas-jelasnya, yang didasarkan atas hak untuk mendapatkan
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informasi. Informasi tersebut diberikan kepada pasien baik pasien tersebut
meminta atau tidak meminta informasi tersebut.

. Dalam menjalankan praktiknya seorang dokter yang akan melakukan
tindakan medik tertentu kepada pasien scharusnya mendasarkan pada
adanya informed consent dan berdasarkan pada standar profesi medik,
untuk menghindari akibat-akibat yang serius dan fatal, hal ini
dimaksudkan untuk menghargai hak-hak dari pasien dan agar tujuan dari

sebuah tindakan medik tersebut tercapai.
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